
 

 
 
 
 

PERATURAN DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR 7 TAHUN 2007 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 2 TAHUN 2005  
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER  DAN KEUANGAN PIMPINAN 
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

Menimbang : a. bahwa kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung yang diatur dalam Peraturan 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 
Tahun 2005, telah  diubah  kedua kalinya dan  ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung Nomor 7 Tahun 2006; 

  b. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan  kinerja 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
perlu dilakukan peningkatan belanja penunjang 
kegiatannya sesuai kemampuan daerah yang telah 
diamatkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah  
Nomor 37 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu dilakukan perubahan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung; 

 
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000  
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4033); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan 
dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4310); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran  
Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah dengan   Undang–Undang   Nomor  8  
Tahun 2005  tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan atas   Undang-Undang   Nomor   32    
Tahun  2004  tentang   Pemerintahan   Daerah   menjadi   
Undang-Undang  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2004 Nomor  126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor  4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi 
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia  Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia  Nomor 3952); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 90, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 94, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 4540), selanjutnya telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2006 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4659; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25  Tahun 2004 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4417) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4569); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor  137, Tambahan  Lembaran  Negara  
Republik  Indonesia Nomor  4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor  140, Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4578); 

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4593); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 



Tahun 2005 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 29); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 
Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 Nomor 2 
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung Nomor 32); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
dan 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA 

BELITUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN 
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 2 
TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN 
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

Pasal I 
 

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 Nomor 2 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 
Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 32) yang 
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selanjutnya telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 7 
tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 tahun 2005 
tentang Kedududukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung Tahun 2006 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35), diubah 
sebagai berikut;  

1.   Di antara  angka 22 dan angka 23  Pasal 1 disisipkan  
2 (dua) angka , yakni angka 22a dan angka 22b, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

22a.   Tunjangan   Komunikasi  Intensif  adalah  tunjangan   
berupa uang diberikan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka 
mendorong peningkatan kinerja dalam menampung 
dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah 
pemilihannya. 

22b.  Dana operasional adalah uang yang diberikan 
kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk 
menunjang kegiatan operasional yang berkaitan 
dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan 
kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari. 

2.  Ketentuan Pasal 1 angka 26 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

26.  Tunjangan Kesejahteraan  adalah tunjangan yang 
disediakan berupa pemberiaan jaminan 
pemeliharaan kesehatan pakaian dinas kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah 
jabatan Pimpinan DPRD dan Perlengkapannya, 
kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta 
rumah dinas. 

3.  Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

 
Pasal 10 

 

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: 

a. Uang Representasi; 

b. Tunjangan Keluarga; 

c. Tunjangan Beras; 


